
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4437)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 1'ahun. 2008
Tentang Perubahan Kedua Atas Llndang-Undang

I. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten BaJangan di Propinsi Kalimantan SeLatan
[Lernbaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 4265);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mcnctapkan
Peraturan Supan tentang Pemaofaatan Dana
Kapitasl Program Jamillall Kesehatan Nasional
Kabupaten Balangan Tahun 2014;

b. bahwa agar dana kapitasi JKN dan dana pelayanan
kesehatan yang diterima Pemberi Pelayanan
Kesehatal1 sesuai pemanfaatannya perlu rnenetapkan
pengelolaen dana Program Jaminan Kesehatan
Nasional Kabupaten BalanganTahun 2014;

a bahwa dalam rangka mempermudah akses
masyarakat terbadap pelayanan kesehatan maka
Pernerintah menyelenggarakan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MARA ESA

BUPATI BALANGAN,

PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESERATAN
NASIOI'/AL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2014

BUPATIBALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1



9. Peraruran Deerah Kabuparen Balangan Nomor 02
Tabun 2008 tcntang Urusan Pemerintah Yang
Menjedi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran naeran Kabupaten Balangan
Tahun 2008 Nomor 02, Tambaban Lembaran Daerah
Kabuparen Balangan Nomor 43);

8. Peraruran Mentert Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tcntang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Blaya OpcrasionaJ pada
Fasilitas Kesehatan Tingka; Pertama MiJik
Pemerintah Daerah.

7. Pcraruran Menlen Dalam Negeri Nomor I Tabun
20 J 4 tentang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomo(32)

6. Peraruran Menteri Deism Negeri Nomor 13 Tabun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagairnana d iubah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tabun 2007 Tentang
Perubahan AlSS Peraruran Menlen Dalam Negcri
Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Peng.lotasn
Keuangan Daerah ;

5. Peraruran Presiden Nomor 32 'rabun 2014 temang
Pengelolaan dan Pemanfaeran Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Keschatan Tmgkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah,
Pemerintah Dacrah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaterr/Kota [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tarnbahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 47370;

3. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah I Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2005 Nornor 140,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Nomor 32 Tabun 2004 rentang Pemerintahan Daerah
(Lembarao Negara Republlk Indonesia Tabun 200S
Nomor 59, Tarnbahan Lembaren Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Dalam PeranUW\ Bupati ini yang dima.ksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati dalah Bupati Balangan.
~. Dinas Kesehatan adalah Dina. Kesehatan Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dtnas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pusat Kesehatan Masyamkat yang setanjutnya disebut Puskesmas adaJah

Unit. Pelaksana Teknls Dinas Kcsehatan yang rnelaksanakan Upaya
Kcsehatan Pcrorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Wilayah kerja
tertcnru.

7. Pelayanan Kesena'an adalah pelayanan kesehatan yang meliputi
pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, konsuttasi medis, perawatan,
serta pemakaian fasilil,a_/sarana keseberan yang diberikan Unit PeJaksana
Telenis pada Dinas Kesehatan.

8. Rawat Inap adaJah petayanan pasien untuk observasi, diagnosis,
pengobatsn. rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan Jainnya dalarn
menempati tempat tidur di ruang rawar inap di puskesmas rawat inap.

9. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
penggunaan yang datang kepuskesmas atau jaringannya untuk keperluan
obscrvasi, penegak diagnosis. pengobatan, rehabilitasi medis dan
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal.

10. Pengobaran adalah kegiatan pe!ayanan yang bertujuan untuk
menghentikan proses penyakit atau gejala'gejaJa yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan dengan cara dan kepertuan terse but.

11. Tindakan modis adalah operasi anestesi, tindakan pengobatan dengan
menggunakan alat dantindakan diagnosis khusus.

12.Tindakan medis persalinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa
pembedahan dalam mernberikan pertolongan secara spontan pervagina.

13. Jasa Pelayanan Kesehaten adalah imbalan/jaea yang diberikan ataa
pelayanan keschatan yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka
perneriksaan, pengobatan, rindakan medis, rehabilitasl rnedis, konsultasi
medis, dan perawatan serta pelayanan kesehatan lainnya.

14. Paslen adalah setiap orang yang datang kesarana pclayanan kesehatan
unruk diperiksa, berobat atau dirawat.

Pasall

BAB I
KETENTUAN UMUM
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN
DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL KABUPATEN BALANGANTAHUN 2014.

Meoetapkan



-Jems pelayanan dasar yang diberikan adalah :
8. pelayanan kcsehatan Rawat JaJan Tingkat Pertama (RJTp)
b. pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertamu (RITP)
c. pelayananrujukan ambulan;
d. pelayanen kchemhen;
e. pelayanan persalinan;
[, pelayanan nifas:
g. pelayanan bayi bam labir;
h. pelayanan gawat darurat.

Pa.,,! 3

BABll
JENIS PELAYANAN

(3) Pemberi pelayanan keseharan tidak diperkenankan mcmungut biayn
tambahan kepada peserta .Jnminan Kesehatan Nasional.

(2) Kompensasi berupa pembayaran dana kapitasi setiap bulan dapat
beruoah sesuai dcngan ketcrsediaan tennga medis, Iasilitas kesehatan
dan jumlah peserta.

(I) Puskesmas dan jaringannya wajib memberikan pelayanan Program
Jaminan Kesehatan Nasional kepada peserta Jruninan Kesehatan
Nasional yang telah terdaftar di BPJS sesuai dengan presedur yang ,elab
ditetapkan.

Paaal2

BAB u
PEMBERI PELAYANANKESEHATAN

15. Keglaian Manajemen adalah SU8.tu proses kegiatan admlnistrasl
pengclolaan suaru program/kegiatan yang bertujuan untuk mendukung
kelancaran suaru kegiatan.

16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjumya
dislngkat BPJS Kesehatan adeteh badan hukum yang dibentuk untuk
monyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasiona!.

17. Jaminan Keseharnn adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
mcmperolch manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalarn
memenuhi keburuhan dasar yang diberikan kepada seliap orang yang
telah membayar iuran.

18. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah rnasyarakar terdaftar di
Badan Penyelenggara -Jaminan Sosial Kesehatan dengan mcmbayar
iuran/premi.

19. Kapitasi adaJah sistem pembayaran di muka yang dibayarkan BPJS
Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat I berdasarkan jumlah peserta
yang terdafta r di BPJS.
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(1) Dana Kapitaei yang dlterlma oleh Fasilitas Kesehatan 'Tingkat Pertame darl
BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
a. pembayaran [asa pelayanan kesehatan;
b. dukungan biaya operasional pelayanan keschatsn.

Pasal6

BABVI
PEMANFAATAN DANAKAPITASI JKN

(4) Dana kIaim (non kapitasj] atas pelayanan kesehatan yang dibayarkan
BPJ$ yang mckanismenya mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku
mengenai retribusl.

(3) Pembayaran seeara kJaim (non kapitasl) rnerupakan pembayaran
diberikan cleh BPJS ke Puskesmas atas sejumlah pelayanan kesehatan
yang lclah dilakukan dengan mengacu pada etandar biaya yang telah
ditentukan.

(2) Dana kapitas! yang sudah disetorkan ke Ka. Daerah adalah menjadi
Pendapatan Asli Daerah,

(I) Dana kapitasi merupakan dana yang dibcrikan oleh BPJS ke Puskesmas
atas jumJah peserta yang lelah rerdaftar di masing-maaing Iasilitas
kesehatan dasar.

PasalS

BABV
MEKANISME KEUANGAN

(4) .Jenis penyakit yang dapat drtangani di Fasllitas Kesehatan Tingkat
Pertama mengacu kepada perjanjian yang telah dtsetujui.

(3) Pelayanan kesehatan yang dilakukan difasilitas kesehatan tingkat I sesuai
dengan Panduan Praktik Klinik dnri Standar Kcmpetensl Dokter
Indonesia yang berlaku,

(2) PesertaJaminan Kesehatan NasionaJ dapat pindah ke Fasilitss Kesehatan
Tingkat Pertama lain dengan berkoordinasi ke pihak BPJS Kesehatan.

(I) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional bernak mendapatkan pelayanan
kesehatan di fasilitas kesehatan dasar yang sudah ditentukan.

Pasal4

BABIV
PROSEDUR PELAYANANKESEHATAN

i, pelayanan Laboratoriurn.
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(5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai
sebagai berikut :

(4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayal (3) yang mcrangkap tuooS
administratif sebagai Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, a~eu
Bcndahara Dona Kepitaei -Jarninan Kesehatan Naslonal diberi tarnbahan
nilai 30 (tiga puluh).

(3) VariabeJ jenis ketenagaan dan/alAU jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a. dinilai sebagai berikut :
a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh];
b. tcnaga epoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners], dlberi nilai ]00
(scrams);

e. tenaga kesehatan setara S 1/04, diberi nil"; 60 (enrun puluh);
d. tcnaga non kesehetan minimal setara 03, tenaga kesehatan setara D3,
atau tennga kesehatan dibawah 03 dengan masa kcrja Jebih dari 10
tahun, diberi nilai 40 (cmpal puluh]:

e. tenaga kesehatan di bawah 03, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
f. tenaga non kesehatan di bawah 03. diberl nilai )5 (lima betasj,

(2) Pernbagian jasa pelaya nan keaehatan kepada tenaga kesehatan dan renaga
non kesebatan sebagaimana dlmaksud ayat (I) ditetapkan dengan
mcmpertim bangkan variabel :
a. jenis ketenagaan dan/ataujabatan;
b. kehadiran.

(1) Alokasi Dana Kapitas; unruk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 ayat (2) dimanfaatkan unruk
pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga
non kesehatan yani meJakukan pelayonan pada Pasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama,

Pau.l7

BABVU
JASA PELAYANAN KESEHATAN

(2) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasionai pelayanan
keseharan aebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf b ditetapkan
seoesar selisih dan besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi
untuk pernbayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dirnaksud pada
ayet (1) .

(3) Besaran alokasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap
tahun dengon mempertimbangkan:
8. kebuiuhan obat, ala, kesehatan, dan bahan medis hubis pakai:
b. kegialAn operasional pelayanan kesc:hatan daJam rangka mcncapai

target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan;
c. besar tunjangan yang telah diterima dar! Pernerinta h Daerah,
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(5) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dina. Kesehatan sebagaimana
sebagairnana dimaksud pada huruf b dipergunalcan sebagai bahan
penyusunan Peraturan Deerah rentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Pcnjabaran APBD sesuai ketenruan peraturan perundang­
undangan.

(3) Rencana pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
dianggarkan dalarn kelompok Pendnpatan Ash Daerah, jenis Lain-lain
Pendapatan A.1i Daerah, obyek Dana Kapitasi .Jamlnan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, rincian obyek Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Noslonal pacta masing-masing Fasilitas
Kesehatan Tingka; Pertama sesuai kode rekening berkennan,

(4) Rencana belanja dana kapitasi Janlinan Kesehatan Nasional dianggarkan
dalam kelompok Belanja Langsung dan diunukan ke dalam jems, obyek,
dan rinclan obyek helanja sesuai kode rekenlng berkenaan.

(2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi .Jaminan
Kesehatan Na.lona! tersebut pada nya, (I). Kepala Dinas Kesehatan
menyusun Rencana Ketja dan Anggaran (RKAIDina. Kesehatan, yang
memust rencana pendapatan dan rencana belanja (lana kapitasi JaminM
Kesehatan Nasional.

(I) Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menyusun rencana
pendapatan dan bclanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
untuk selanjutnya disampaikan kepada Kopala Dina. Kesehatan.

PaSBJ 8

IIABVIII
PENGANGGARAN

ketenagaan dan!atau
Jumlah rulal seluruh ienagn

Ke, : jumlah nils; diperoleh dan nilai variabel jcnis
jabatan ditambah nilai variabeJ kehadlran,

X Jumlah dan. [asa pelayanan
Jumlah nUaiyang d;peroleh""seorang

(7) Jumlah [asa pelayanan yang ditenma oleh mssing-rnasing tenaga
kesehatan dan renaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan
formula sebagai berlkut:

a. hadir setiap han kerja, diberi nilai I poin per han;
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasl
sampai dengan 7 [tujuh] jam. dikurangi 1 poln.

(6) Ketidakhadiran akibat salat dan/alau penugasan ke luar oleh Kepala
Fasilita8 Kesehatan Tingkat Perterna dikecualikan dalam pcnilaian
kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
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Berdasarkan Sural Pengesahan Pendapatan dan Belan)a (51'2B) Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertarna, Kepala Dina. Kesehatan menyusun Japoran
realisasl pcndapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jarninan
Kesehatan Nasional serta meuyejikannya daJam Laporan Keuangan Dinas
Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemeriutah
Daerah sesum dengan kerenruan peraruran perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 10

BABX
PERTANGGUNGJAWABAN

'rata cara pencatatan dan penyampainn laporan realisasl pendapatan dan
belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagai berikut:
l. bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan NasionaJ mencatal

pendapatan dan belanja pada bulcu kas dan menyampaikannya setiap
bulan kepada Kopala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan
mclampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling Iarnbnt
pada tanggal ;; bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala Fesilitae
Kesehatan Tingkat Pertama,

2. Bcrdeserkan buku kas tersebut pada angka I, bendahara dana kapitael
Jaminan Kesehar.a.nNasionll1 menyusun laperan realisasi pendapatan dan
belanja l'asilitas Kescbatan Tingkat Pertama, selanjutnya Kepala Pasilitas
Kcsehatan Tingkat Pertama menyampalkan laporan tersebut dengan
melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama seriap bulan kepada Kepala Dines Kesehatan paling
lambat pada tanggaJ 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan ditembuskan ke
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Ase[ Daerah.

3. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertarna rersebut pada angka 2, Kepala Dinas
Kesehatan menyampaikan Sural Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
Belanja (SP3B) Fnsilitas Kesehatan Tingkat Pertama seuap bulan kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk penerbitan Surat Pengesahan
Pendapatan dan Belanja (S1'2B)Fasilitas Kesehntan Tingkat Pertama.

4. Pejahat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesebatan dan PPKD selalcu
Bendahara Umum Daerah melakukan pembukuan Ota. pendapatan dan
belanja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai Surat Pengesahan
Pendapatan dan Belanja (SP2B) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
tersebut pada angka 3, dengan mempedornani ketenruan peraruran
perundang-undangan.

Pasal9

BAS IX
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
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BERJTADAERAH KABUPAREN BALANGANTAIfUN 2014 NOMOR 32

EFFENDlE

/

Diundangknn eli Paringin
pada tanggal 28 Mei 2014

\BUPA I B'}'lI.ANGAN~

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
/\gar setiap orang mengea:ahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inidengan penempatannya dalam Berna Daerah K , ten Balangan.

aringin
Mei 2014

Paoal 11

BABXI
KETENTUAN PENUTUP
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